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Faktor kepemimpinan memang biasanya memiliki efek berantai. Artinya,
jika kepemimpinan itu baik atau buruk, maka biasanya akan berdampak
pada semua level di dalam organisasi. Ini sangat mungkin terjadi pada
masyarakat yang masih kuat memegang ketauladanan.

Dengan kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dikemukakan di atas.
seringkali juga berdampak pada situasi dan pola kerja di dalam organisasi.
Terhadap apa yang tcrjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimak’
dan penjelasan  Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa :
“Pendekatan persuasif dan faimiliar yang diterapkan oleh Pimpinan
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Mamasa, terasa dampaknya pada semua
jenjang dan hubungan di dalam organisasi.Yang nyata sekali adalah
keterbukaan dalam menyampaikan keadaan dan masalah yang dihadapi
oleh Bidang, Sub Bidang dan Staf. Efek lain adalah suvasana kerja staf
yang tampak selalu bersemangat dan energik. Yang terakhir adalah
soliditas yang kuat di dalam organisasi”. (Hasil Wawaneara, Mamasa, 14
Desember 2017).

Penjelasan di atas semakin memectakan faktor pendukung keberhasilan
penegakan Peraturan Dacrah  Tambang Galian €  antara taktor
kepemimpinan dengan {aktor motivasi yang ditimbulkan bagi staf’ dalam
melaksanakan tugasnya. Artinya, motivasi tersehut dipicu antara lain oleh
faktor kepemimpinan. Namun taktor kepemimpinan ini juga bisa menjadi
kontraprodukiil” atau tidak berhasil bila respon staf atau bawahan tidak
relevan.

Faktor pcnunjang lainnya yang menentukan keberhasilan penegakan

Peraturan Dacrah Tambang Galian C oleh Tim Penegakan Perataturan
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Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah ketersediaan anggaran. Hal
tersebut juga dikemukakan Kepala DBidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa
bahwa :

“Tidak dapat dipungkiri jika dalam pelaksanaan tugas kami menegakkan
Peraturan Daerah Tambang Galian C yakni ketersediaan anpggaran. Hal int
dapat dirasakan dalam 2 (dua) hal, yakni pada sisi penganggarannya itu
sendirt. Kami hanya mengusulkan lalu diproses oleh Tim Anggaran
selanjutnya dibahas dan disetujui oleh DPRD Kab.Mamasa.Yang berikut
adalah ketersediaan dananya ketika dibutuhkan.ni juga tidak ditemu
masalah atau sclalu tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan lomplain
dari pemanfaat anpgaran tersebut”. (Hasil Wawancara, Mamasa, 14
Desember 2017).

Penjelasan di atas menunjukkan babwa dukungan faktor-faktor lainnya
juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.Karena soal anggaran
ini berkait erat dengan hampir seluruh program dan kegiatan yang
dilaksanakan di dalam penegakan Peraturan daerah Tambang Galian C.
Selain beberapa faktor pendukung yang telah dikemukakan di atas, juga
diakui bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerab Tambang Galian
C juga didukung oleh partisipasi masyarakat.Bentuk parisipasi masyarakat
ini bersumber dan 2 (dua) pibak.Yang pertama yakni dari masyarakat
umum, lerbadap parisipasi masyarakat wmum tersebut oleh Kepala
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamony
Praja Kabupaten Mamasa mcnjelaskan sebagat berikut :

“Parlisipasi masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Tambang
Galian C dirasakan dari masyarakat umum.Bentuk partisipasi ini
diantaranya dengan menyampaikan laporan kepada kami jika mereka

menemui pihak-pihak yang mengambil batu, pasir atau kerikil yang tidak
sempat kami pantau.Biasanya juga warga masyarakat yang member
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teguran kepada pihak-pihak yang hendak mengambil batu, pasir atau
kerikil yang tidak melapor kepada Satuan Polisi Pamong Praja”. (Hasil
Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017).

Penjclasan di atas mengindikasikan jika warga masyarakat sendiri
memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga mercka tahu jika
ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah
Tambang Galian C, dan sekaligus mereka dengan sikap proaktif
melakukan teguran atau melaporkannya ke Satuan Polisi Pamong Praja.
Partisipasi  kalangan masyarakat lainnya berasal dari kalangan
pengusaha.Dari kalangan ini dapat dikatakan cukup konstrubutif dalam
pembayaran pajak pemanfaatan Tambang Gaian C. Dikemukakan oleh
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Marmasa bahwa :

“Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa cukup terbantu dengan kesadaran
masyarakat pengusaha membayar kewajiban mereka dalam pemanfaatan
Tambang Galian C.Partisipasi yang demikian int malah kami jadikan
contoh bagi masyarakat umum untuk ditiru, sehingga kepada siapa saja
yang memanfaatkan Tambang Galian C, tetap harus membayar pajaknya”.
(Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dukungan dalam penegakan
Peraturan Daerah Tambang Galian C tidak hanya bersumber dari kalangan
pemerintah daerah, melainkan juga dari kalangan masyarakat umum dan
masyarakat pengusaha.

b. Faktor Pecnghambat

Jika diperhatikan secara cermat capaian kinerja masing-masing program

atau kegiatan yang dilaksanakan olch Satuan Polisi Pamong Praja dalam
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penegakan Peraturan daerah Tambang Galian C, maka terlihat adanya
program atau kegiatan yang tingkat  efektivitasnya  belum
maksimal. Terhadap fakta yang demikian ini tentu memiliki hambatan,
kendala atau faktor yang mempengaruhi sehingga belum maksimal.
Terhadap hal tersebut, dijelaskan oleh Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Mamasa bahwa :
“Dapat dipastitkan jika kami dalam melakukan Penegakan Peraturan
Daerah Tambang Galian C, terdapat berbagai faktor penghambat yang
dihadapi.Faktor penghambat tersebut duantaranya adalah sarana dan
prasarana yang kami mihki masth terbatas, misal pada kendaraan
operasional, dan Pos penjagaan”. (Hasii Wawancara, Mamasa. 14
Dcsember 2017).
Telah dikemukakan terdahulu jika dari sisi penganggaran Satuan Polisi
Pamong Praja cukup memperoleh dukungan dan sisi perencanaan dan
ketepatan pemanfaatannya.Namun hal tersebut dapat dikatakan belum
terselenggara secara optimal.Ini ditunjukkan oleh kesadaran intcrnal
bahwa mereka masih terbatas pada ketersediaan kendaraan operasional
dan pos penjagaan, dimana kedua hal tersehut tentu terkait dengan
perencanaan dan pembiayaan.
Faktor penghambat lainnya terletak pada minimnya tenaga atau personil
Satuan Polisi Pamong Praja yang hcrstatus organik atau telah menjadi
Aparatusr Sipil Ncgara (ASN). Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Mamasa bahwa :
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“Kami seringkali juga disulitkan oleh situasi dan kondisi atas terbatasnya
ASN di Satuan Polisi Pamong Praja. Akibatnya dalam pembentukan Tim
Penegakan Peraturan Daerah seringkali unsumya lebih banyak tenaga
honorer dibanding tenaga organik, misal kalau anggota Tim 7 (tujuh)
orang, umumnya honorer 5 (lima) orang, dan tenaga organik 2 (dua)
orang.” (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017).

Dengan jumlah tenaga organik yang minim, sementara tenaga honorer

lebih banyak seringkali mengganggu semangat kerja dan tugas tim. Im
dittimbulkan oleh disiplin dari tcnaga Pegawai Tidak tetap atau honorer
yang umumnya helum maksimal. Dikemukakan oleh Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupatcn Mamasa bahwa :
"Tenaga honorer yang kami gunakan di dalam penegakan Peraturan
Daerah cukup besar jumlahnya.Ini sebcnamya cukup membantu kami.
Hanya saja ada sisih kelemahannya, karena kebanyakan tenaga honorer
tersebut sering izin, terlambat masuk - kantor, dan beberapa tindakan
lainnya yang kurang kondusif”. (Hasil Wawancara, Mamasa. 14 Desember
2017).

Penjelasan di atas sejalan dengan data yang dikumpulkan bahwa
secara umum jumlah tenaga Pegawai Tidak Tetap atan honorer di Satuan
Polisi Pamong Praja memang jumiahnya cukup besar, yakni 202 orang
atau 82,45% dari 245 personil pada Satuan Polisi Pamong Praja, scdang
tenaga organik atau ASN sebanyak 43 orang atau hanya 17,55%.

Jumlah yang demikian besar tersebut tentunya menjadi muhazir jika tidak
dimanfaatkan karena mereka juga memperoleh honorarium  dalam

melaksanakan tugas.Hanya saja honorarioum tersebut selain jumlahnya

terbatas, juga pembayarannya memakan waktu panjang, yakni sekali
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dalam 3 {tiga) bulan.Karena itu, patut diduga jika fakta yang demikian ini
dapat menjadi penyebab dari mereka seringkali tidak optimal dalam
melaksanakan tugas.

Faktor penghambat lainnya terletak pada luasnya wilayah Kabupaten
Mamasa dan medannya yang berat, dimana hal ini belum berimbang
dengan personila serta sarana dan prasarana yang tersedia. Dikemukakan
oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-lindangan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa :

“Wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup luas dan kondisi alam
pegunungan membuat kami di Satuan Polist Pamong Praja juga menyadari
jika tidak dapat mengamankan seluruh penambangan Galian C yang
dilakukan oleh masyarakat, schingga dikcnal istilah penambangan lar.
Kondisi im tentu dapat merusak lingkungan karena tidak dikendalikan,
Jjuga merugikan daerah, karena hasilnya hanya untuk pithak-pihak tertentu
saja”. (Hasi! Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017).

Keterbatasan yang dikemukakan di atas boleh dikata cukup serius,
karena telah menyentuh langsung aspek yang menjadi pertimbangan
mengapa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Mineral
Bukan l.ogam dan Batvuan digagas. Dianlaranya dimasudkan agar terjadi
pengendalian oleh Pemerintah Daerah terhadap lingkungan alam
Kabupaten Mamasa dari c¢ksploitasi yang berlehihan dan sembarangan,
serta pemanfaatan sumberdaya alam olech masyarakat dapat memberi
kontribust bagi pendapatan daerah yang dapat didistribusikan ulang untuk

membiayai pembangunan daerah.
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B. Pembahasan
Memperhatikan rumusan masalah pada penelitian ini. maka pada bagian
pembahasan penelitian difokuskan pada 3 (tiga) aspek saja. Yang pertama adalah
aspck cfektivitas kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dalam penegakan Peraturan
daerah Tambang Galian C, kemudian yang kedua adalah aspek pendukung
pelaksanaan penegakan Peraturan [Daerah Tambang Galian C, dan aspek
penghambat atau kendata dalam penegakan Peraturan daerah Tambang Galian C.
1. Efektivitas Kinerja Penegakan Perda Tambang Galian C
Hasil penelitian menunjukkan bahwa etektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Mamasa dalam penegakan Peraturan Daerah Tambang
Gahan C diukur dengan 2 (dua) pendckatan. Yang pertama yakni pendekatan
pelaksanaan kebijakan lembaga.Kemudian adalah pendekatan berdasarkan
pelaksanaan tugas Tim Penegakan Peraturan Daerah.
a. Pelaksanazan Kebijakan Lembaga
Terhadap pengukuran efektivitas kinerja dengan pendekatan pelaksanaan
kebijakan lembaga, memposisikan pengukuran efektivitas kinerja tersebut
sebagat kesatuan antara apa yang direncanakan atau kebijakan yang ditetapkan
dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks yang demikian, maka
kinefju pencgakan Peraturan Daerah Tambang Galian € dapat ditelusuri pada
masing-masing kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya untuk

periode tahun 2014 — 2016.
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Dari penelusuran tersebut kemudian dapat dilakukan perhitungan untuk
menyimpulkan tingkat efektivitas kinerja masing-masing program atau kebijakan
dimaksud.Seperti umumnya digunakan dalam menganalisis Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja program atau kegiatan
kemudian dihitung dengan menggunakan formula :

Kinerja Nyata KKinerjé Rencana x 100 % menghasilkan capaian kinerja program
atau kegiatan. Lalu hasil perhitungan ini dikualifikasi dengan menggunakan
kualifikasi efektivitas kinerja sebagaimana dikemukakan pada defenisi
operasional.

Dengan penggunaan formula yang dikemukakan di atas, maka diperoleh tingkat
efektivitas kinerja masing-masing program atau kegiatan penegakan Peraturan
Daerah Tambang Galian C.

Pada tahun 2014, dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mamasa tidak memiliki kinerja dalam Penegakan Peraturan Daerah
Tambang Galian C. Ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya sama sckali 2
(dua) program yang telah menjadi kebijakan lembaga untuk tahun 2014. Kedua
program tersebut adalah peningkatan disiplin aparat Satpol Pomong Praja dan
penyertaan aparat Satpol Pamong Praja dalam pendidikan, kursus, dan pelatihan
Non Formal,

Dengan demikian, pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mamasa sama sekali tidak memberi kontribusi terhadap upaya

Penegakan Perda Tambang Galian C, baik ynag sifatnya persiapan atau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43581)Bdf

Kegiatan yang berikut dari Tim Penagakan Peraturan dacrah
adalah penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelangparan
Peraturan daerah Tambang Galian C.Data menunjukkan jika
kegiatan ini hanya dilaksanakan kurun waktu 2015 — 2016.

Pada tahun 2015 dari 35 kasus yang ada, dapat disclesaikan
oleh Tim Penegakan Peraturan Dacrah Satuan Polisi Pamong Praja
sebanyak 31 kasus. Capaian tersebut setara dengan efektivitas
kinerja sebesar 88,57% atau sangat memuaskan. Selain angka
capaiannya melampaui 80%, maka juga karcna pertimbangan
bahwa Kkegiatan ini langsung menyentub subtansi penegakan
Peraturan Daerah, dan ketika pada tabun awal pelaksanaannya,
justru pencapaiannya sudah maksimal.

Kemudian pada tahun 2016 dari 95 kasus yang ada, dapat
diselesaikan oleh Tim Penegakan Peraturan Daerah melalui
penyelidikan dan penyidikan sebanyak 90 kasus atav dengan
efcktivitas kinerja sebesar 94.74%. Capalan ini tentu sangat
memuaskan, Pertimbangannya bahwa selain angka prosentasenya
efektivitas kinefjanya di atas 90%, bahwa juga dari sisi kuantitas
kasus vang diselesaikan jumlahnya cukup besar. Ini bisa
dibandingkan dengan penyelesaian kasus pada tahun 2015 vang
jumlahnya 31 kasus.

Secara umum efektivitas kinerja program penyelidikan dan

.penyidikan dalam rangka penegakan Pcraturan Dacrah Tambang
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Galian C dapat dikatakan cukup memuaskan. Hal tersebut
didukung oleh fakta bahwa dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan
kegiatan ini selalu saja efektivitas kinerjanya baik, serta adanya
peningkatan penyelesaian kasus yang ditangani péda tahun 2016
dengan kuantitas yang melonjak tajam dari tahun 2015, dan
dengan efektivitas kinerja yang juga sangat memuaskan.
2. Faktor Yang Berpengaruh
Data penelitian yang telah dikemukakan serta pembahasannya di atas,
menunjukkan jika dalam Penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C
tercatat adanya pencapaian kinerja pada masing-masing program yang
mendukung, malah terdapat program yang tingkat efektivitas kinerjanya
sangat memuaskan. Capaian yang demikian ini tentu tidak terlepas dan
adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian dimaksud.
Fakta-fakta yang terungkap dalam penelitian menunjukkan jika faktor
beropengaruh ini cukup  bervariasi.  Faktor-faktor tersebut adalah
koordinasi internal SKPI) terkait, motivasi personil, kcpemimpinan
lembaga. ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat.
Secara garis bcsar scsungpguhnya dapat disederhanakan bahwa faktor
berpengarubini terdiri atas 2 (dua) kelompok besar, yakmi faktor internal
dan faktor eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Mamasa.Faktor internal tersebut adalah koordinasi intemal SKPD terkait,

motivasi  personil, kepemimpinan lembaga, dan ketersediaan
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dan prasarana yang terbatas, tcnaga organik yang jumlahnya sedikit, dan
wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup luas dengan medan yang berat.
Secara garis besar sesungguhnya dapat disederhanakan bahwa faktor
penghambat imi terdin atas 2 (dua) kelompok besar, yakni faktor internal
dan [faktor ekstermal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupalen
Mamasa.Faktor internal tersebut adalah sarana dan prasarana yang
terbatas, dan tenaga organik yang jumlahnya sedikit. Sedang faktor
cksternal adalah wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup luas dan medan
yang cukup berat.

Dengan banyaknya jenis faktor penghambat dalam pelaksanaan
Pcnegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C  tersebut, maka
berkemungkinan bahwa terbadap program yang kinerjanya belum
maksimal itu disebabkan oleh adanya pengaruh konfigurasi darn macam-
macam faktor penghambat tersebut.

Kemungkinan yang lain bahwa dari berbagai faktor terscbut, ada
diantaranya yang pengaruhnya cukup kuat dibanding dengan faktor yang
lain. Juga berkemungkinan ada faktor penghambat yang pengarubnya
lebib lemah dibanding dengan faktor yang lain. Terhadap kemungkinan-
kemungkinan tersebut hanva dapat distimpulkan dengan penelitian yang

tokus terhadap hal tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dengan memperhatikan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasannya
scbagaimana telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan atas penelitian
ini sebagaimana berikut ini.

1. Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dalam
penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C, dapat dilihat dari 2 (dua)
pendekatan, yakni pendekatan kinerja peclaksanaan kebijakan, dan
pendekatan kinerja Tim Penegakan Peraturan daerah. Terhadap masing-
masing pendekatan tersebut adalah :

a. Lfektivitas kinerja dengan pendekatan pelaksanaan kebijakan
menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

1) Pada tahun 2014 masing-masing 0% atau kualifikasi buruk,
melalui kegiatan peningkatan disiplin aparat Satpol Pamong Praja,
dan kegiatan Pendidikan, kursus dan latihan Non Formal.

2) Pada tahun 2015 masing-masing 86,67% atau baik pada kegiatan
bimbingan teknis Perundang-undangan, dan 88,57% atau baik
pada kegiatan penertiban dan penegakan Peraturan [Daerah dan
Peraturan Bupati.

3) Pada tahun 2016 masing-masing 100% atau sangat memuaskan
pada penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, dan 94,74%

atau sangat memuaskan pada kegiatan penyelidikan dan
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penyidikan kasus pclanggaran Peraturan daerah Tambang Galian
C.
b. Efektivitas kinerja dengan pendckatan pelaksanaan tugas Tim

Pencgakan Peraturan Daerah dengan perkembangan sebagai berikut :

1) Pada kegiatan pemberian pemahaman dan pendalaman Peraturan
Daerah, dimana pada tahun 2014 dengan efektivitas kinerja 75%
atau sedang, kemudian pada tahun 2015 dengan efektivitas kinerja
83,33% atau baik, dan tahun 2016 dengan efektivitas kinerja
83,33% atau baik.

2) Pada kegiatan kunjungan lapangan, dimana pada tabun 2014
dengan efektivitas kinerja 68,23% atau scdang, kemudiat pada
tahun 2015 dengan efektivitas kinerja 76,56% atau sedang, dan
tahun 2016 dengan efektivitas kinerja 79,17% atau sedang.

3) Pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan
Daerah Tambang Galian C, dimana pada tahun 2014 dengan
efektivitas kinerja 0% atau buruk, kemudian tahun 2015 dengan
efektivitas kinerja 88,57% atau baik, dan pada tahun 2016 dengan
efektivitas kinerja 94,74% atau sangat memuaskan.

2. Faktor yang berpengaruh terbadap penegakan Peraturan Daerah Tambang
Galian C oleb Satuan Polisi Pamonyg Praja terdin atas faktor internal yang
meliputi koordinasi lintas SKPD, motivasi personil Satuan Polist Pamong
Praja, faktor kepemimpinan yang persuasif dan familiar, serta adanya

kcterscdiaan anggaran.  Sedang faktor ckstcrmal mcliputi partisipasi
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masyarakat umum, dan partisipasi kalangan pengusaha Tambang Galian C
itu sendiri.Sedang faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah
Tambang Galian C terdirt atas faktor internal yang meliputi sarana dan
prasarana yang terbatas, serta tenaga organik yang minim. Sedang faktor
eksternal adalah wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup luas, dan
medannya yang cukup berat.
B. Saran
1. Kepada masyarakat akademis atau peneliti bahwa penelitian yang dilakukan
init masih sangat terbatas dalam mengungkap segi-segi penegakan Peraturan
Daerah. Karena itu, disarankan perlunya dilakukan penelitian yang lain untuk
bisa saling melengkapi dengan hasil penelitian ini. Diantara fokus penelitian
yang masih relevan adalah mengukur pengaruh masing-masing faktor yang
menentukan efektivitas kinerja penegakan Peraturan Daerah.

2. Kepada kalangan praktisi pemerintahan disarankan agar di dalam upaya
pencapaian efektitas kinerja kelembagaan secara maksimal, hendaknya
tidak terperangkap pada pandangan yang sempit atau parsial terhadap
faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Pandangan yang sepatutnya
dikedepankan bahwa efektivitas kinerja lembaga termasuk di dalam
penegakan Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh integrasi atau

konfigurasi berbagai faktor yang saling terkait.
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PANDUAN WAWANCARA

A. Pengantar

Dalam rangka penulisan tesis dengan judul “Kinerja Satpol PP
Dalam Penegakan Perda Tambang Galian C di Kabupaten Mamasa”
untuk penyclesaian program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik
pada Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka dilakukan
penelitian pengumpulan data melalui wawancara.

Terkait dengan hal tersebut, diharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai
responden/informan untuk memberi keterangan, mformasi dan data yang
diperlukan.  Keterangan, informasi dan  data  tersebut  dijamin
kerahasiaannya. Dengan kata lain hanya digunakan untuk kepentingan

ilmiah/akademik.

B. Daftar Pertanyaan
1. Apakah Satpo! PP Kab. Mamasa mecmperhatikan upaya penegakan

Perda Tambang Galian C ?

3. Bagaimana bentuk penegakan perda tambang galian C yang dilakukan
oleh Satpol PP Kab. Mamasa ?
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4. Apakah selama ini ditemukan adanya pelangparan terhadap Perda

Tambang Galian C. di Kab. Mamasa ?

5. Ada berapa banyak dan seperti apa bentuk pelanggaran tersebut, harap
dijelaskan ?

6. Terhadap pelanggaran Perda Tambang Galian C yang dijleaskan di
atas, apa yang kemudian dilakukan Satpol PP Kab. Mamasa ?

7. Apakah Satpol PP Kab. Mamasa juga melakukan tindakan
preventif/pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran
atas Pcrda Tambang Galian C ?
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9. Apakah Satpoi PP Kab. Mamasa juga melakukan tindakan repressif
terhadap terjadinya pelanggaran atas Perda Tambang Galian C ?

1. Apakah Satpol PP Kab. Mamasa melakukan Koordinasi dengan pihak
terkait dalam melakukan pencgakan Perda Tambang Galian C ?

12. Dengan pihak siapa saja dan bagaimana bentuk koordinasi yang
dilakukan tersebut ?

13. Dalam hal masih terdapat informasi penting lainnya terkait dengan
penegakan Perda Tambang Galian C oleh Satpol PP di Kabupaten

Mamasa, silahkan dikemukakan berikut ini.

Mamasa, ..o 2017

Responden/Informan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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